
SALINAN

PERATURANDAERAHI(ABUPATENBALANGAN
NOMOR 12 TAHUN 2OT2

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAIT PERSAMPAHAN I KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa sampah harus d.iproses secara terpadu dan

menempatkannya pada lokasi yang ditetapkan berupa

tempat p.*ro*.*rt akhir sebagai bagian dari upaya

penataan ruang yang berwawasan lingkungan;

b. bahwa pemerintah daerah kabupaten berwenang untuk
penyelenggaraan pengelolaan sampah, dengan cara

p"rrg"*UlLrr/pengu*{rrh., sampah dari sumbernya ke

iot il pe*buangi"n sementara sampai dengan tempat

pembuangan akhir;

c. bahwa Pemerintah Kabupaten Balangan

menyediakanf memberikan jasa pelayanan

p.r""*pahan/kebersihanuntuktujuankepentingandan
Lemanfaatan umum secara langsung kepada orang atau

badan usaha, yang kepada mereka wajib membayar

retribusi atas pelayanan tersebut;

d.bahwaberd.asarkanpertimbangansebagaimanadimaksud
pada huruf a, hurut b dan huruf c, perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan

Persampahan / Kebersihan ;

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang

Pembentukan {abupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten

BalangandiProvinsiKalimantanSelatan(Lembarart
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22'

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor a265\;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lemharan Negara Republik

IndonesiaTahun2ao4Nomorl25,TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437\ sebagaimana

telahdiubahbeberapakaliterakhirdenganUndang-

Mengingat :



Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perub-ahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang

Pemerintahanuaer"ah(LembaranNegaraRepublik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

N.gr,trRepubiikindonesiaNomor4S44);Undang-Undang
NomorlSTahun2003TentangPengelolaanSampah
(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun20oSNomor
69 Tambahai Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a85 1);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OOg Tentang
pelayanan puUli1. (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun2oogNomorLT2TambahanLembaranNegara
Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2AOg tentang PE1F

Daerah dan Reiribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2oag Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5Oa9);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang

Perlindungan 
"dr. Pengelolaan Lingkungan tlidup

(Lembarari N.g..u, Republik indonesia Tahun 2oo9 Nomor

i+O, TambahZ.n Lembaran Negara Repubiik Indonesia

Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang
pembentukan 6raturan perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2}fi Nomor 82'

TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor
523a\;

T.PeraturanPemerintahNomor5STahun2005tentang
Pengeiolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

nepirUtit< Indonesia iahun 2005 Nomor L40' Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578j;

S.PeraturanPemerintahNomor33Tahun2oo7tentang
PembagianUrusanPemerintahanAntaraPemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota(LembaranNegaraRepubliklndonesia
Tahun2oarNomorS2,TambahanLembaranNegara
Republik Indonesia Nomor a737);

g.PeraturanPemerintahNomor6gTahun2olotentangTata
CaraPemberiandanPemanfaatanlnsentifPemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

RepublikIndonesiaTahun20lONomorllg'Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

L0.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5-3 Tahun 2O11

tentangPembentukanProdukHukumDaerah(Berita
Negara Republik lndonesia Tahun 2A1;1 Nomor 69+);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor O2 Tahun

2008 tentang Urusan Pemeriniah yang menjadi

Kewenangan Femerintah Daerah Kabupaten Balangan

(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008



Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Balangan Nomor 43);

12. peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 TahUn

2OO8 tentang Pembentukan organisasi Dan Tata Kerja

Perangkat Saerah Kabupaten Balangan (Lembaran

Daerah Kabupaten Balanfan Tahun 2008 Nomor 03'

TambahanLembaranDaerahKabupatenBalanganNomor
44\ sebagaimana diubah, terakhir dengan Peraturan
Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor O3

Tahun200stentangPembentukanOrganisasiDanTata
Keda perangkat DaJrah Kabupaten Balangan (Lembaran

Daerah Ka6upaten Balangan Tahun 2O1'L Nomor 18'

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor

7 T\;

13.PeraturanDaerahKabupatenKabupatenBalanganNomor
loTahun2aagtentangPokok-PokokPengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Balan{an Tahun 20og Nomor 10, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Balangan Nomor 55)'

Dengan Persetqiuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH I{ABUPATEN BALANGAN

dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSI(AN :

MenetaPkan : PERATURANDAERAHTENTANGRETRIBUSI
PELAYANAIT PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN'

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan'

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Balangan'

3. BuPati adalah BuPati Balangan'

4. Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan adalah Badan lingkungan

Hidup dankebersihan Kabupaten Balangan'

S.Pejabatadalahpegawaiyangdiberitugastertentudibidang
Retribusi Daerah sesuai d"rt[rn peraturan perundang-undangan

yang berlaku.



6. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh

pemerintah Oaerah .ri-rt..k iu3rian kepentingan dan kemanfaatan

umum serta dapat dinikmati ollh orang pribadi atau badan'

Pelayanan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka

p.*!""n"" kebutuf,an pelayanan sesuai dengan peraturan

i.rurrdarrg-undangan bagi p"t*iot'''gan atau badan di daerah'

sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses

alam yang berbentuk Padat.

sampah spesifik adaiah sampah yang karena sifat, konsentrasi,

dan iatau volumenya memerlukan pengelolaan khusus'

Sumber sampah adalah asal timbulan sampah'

penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam

yan; menghasilkan timbulan sampah'

7.

8.

9.

10.

11.

12. Bersih adalah keadaan/kondisi yang nyaman' indah' menyejukkan'

tertata dengan baik dan sehat'

13. Kebersihan adalah tindakan mewujudkan kondisi bersih terhadap

lingkungan.

14.pelayananpersampahan/kebersihan.adalahpembersihan'
pengumpulan,'pengangkutandanpembuangansertapenyediaan
iokasi pembuan gar.l pemusnah^., rl*pah rumah tangga, industri,

perdagangr., a"i tempat hiburan dan berbagai aktifitas yang dapat

mendatangkan =r-*p"i, dan pengotoran tempat di daerah'

15. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan seianjutnya disebut

Retribusi adaiah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa

pelayananpersampahanlkebersihanyangdiselenggarakanoleh
pemerintah daerah.

16.WajibRetribusiadalahorangpribadi?J"'badanyangmenurut
peraturan peru-ndang-t,''atigat' retribusi diwajibkan untuk

meiakukanpembayaranretribusi,termasukpemungutanatau
pemotongan retribusi tertentu'

lT. Badan adaiah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan

kesatuan, baik yang melakuf,an usaha maupun yang tidak

melakukan usaha ying meliputi perseroan terbatas, perseroan

komanditer, fersero"r-, tilrrrty., Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

atau Badan usaha Milik Dalrah (BUMD) dengan nama dan dalam

bentukapapun,firma,kongsi,koperasi,d,anapensiun,persekutuan,
perkumpulan, yayasan, o.lanis"si massa, organisasi sosial politik,

atau organisasi lainnya, 
-lembu.ga, dan bentuk badan lainnya

termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap'

1g. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang

merupak"* U^t** waktu bagi Wa:iU RJritusi untuk memanfaatkan

jasaumumaa'iPemerintahbaerahyangbersangkutan.

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yeng selanjutnya disingkat sKRD

adalah surat ketetapan retribusi yang m""""1'kan besarnya pokok

retribusi.

2A. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang.selanjutnya

disingkat 
- 

SknOLg *a*t"f, surat ketetapan retribusi yang

menentukan jumtah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah



21,

kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih

besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya

terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapa.! disingkat STRD, adalah

surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi

ad.ministrasi berupa bunga dan/atau denda'

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan

,rrg Jaerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untr'rk

menampung "etlrut 
penerimaan daerah dan digunakan - 

untuk

m.*U"y.r Jeluruh pengeluaran pada bank yang telah ditetapkan'

22.

BAB II
NAMA,oBJEK'SUBJEKDANU/AJIBRETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Peiayanan Persampahan/Kebersihan dipungut

retribusi atas pelayanan dan 
-fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah

Daerah di bidang Persampahan dan Kebersihan'

Pasal 3

(1) objek Retribusi adalah pelayanan/kebersihan yang diselenggarakan oleh
' ' 

Pemerintah Daerah, meliPuti :

a,pengambilanlpengumpulansampahdarisumbernyakelokasi
pembuangan sementara;

b. p.rrgr.rrgLi,t*r, sampah dari sumbernya dan/atau lokasi

pembuangansementarakelokasipembuangan/pembuanganakhir
samPah; dan

c.penyediaanlokasipembuangan/pemusnahanakhirsampah.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah' sosial'

dan temPat umum lainnYa'

Pasal 4

(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan

dan atau *.rit *rti jasa p.t*ylttn dibidang persampahan/kebersihan'

(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi.atau badan yang menggunakan
' ' jasi pelayanan dibidang persampahan/kebersihan'

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan

Jasa Umum.

termasuk golongan Retribusi


